
 
 
 
 
 
 

 

BUPATI SINJAI 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR  8  TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM  
DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SINJAI, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 
(2) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi 

Jalan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan dan 
Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum 

Dalam Wilayah Kabupaten Sinjai; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan  Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

 

2. Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009  tentang  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
  
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Udang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pemerintahan Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia 
Nomor 4890); 

  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tanun 2011 
Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis 

Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5221); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor  37 Tahun 2011 

tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5229); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor  80 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor 
di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346 ); 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 

tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5468 ); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594 ); 
  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah  
(Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 32 ); 
  

16. Peraturan Daerah  Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Sinjai  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); 
 
17. Peraturan Daerah  Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Sinjai  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 3); 

 

18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 
35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi 
Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Sinjai   (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18); 

 
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Nomor 16); 
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20. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang 
Pelayanan  Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); 
  

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN 
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DALAM 
WILAYAH KABUPATEN SINJAI. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelengara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati  adalah Bupati Sinjai. 
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 
sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara 
atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, 

perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang 
sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan 

usaha lainnya. 
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan 

teknik yang berada pada kendaraan itu temasuk kendaraan gandengan 

atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor. 
8. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 

tenaga manusia atau hewan. 

9. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa 
saat dan di      tinggalkan Pengemudinya. 

10. Tempat  parkir  adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu 
dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan 
bermotor. 

11. Petugas parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur 
kendaraan dan/atau memungut retribusi parkir kepda wajib retribusi. 

12. Parkir berlangganan adalah  pemungutan retribusi parkir dengan 
jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu poaling lama 1 
(satu) tahun. 

13. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
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14. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pembayaran atas pengunaan tempat parkir ditepi jalan umum 
yang ditetapkan oleh Bupati. 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan 
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaraan Retribusi, termasuk memungut atau memotong 
Retribusi. 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yg merupakan 

batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatka jasa dan 
perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD 

adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah di 
lakukan dengan menggunakan formulir atau telah di lakukan dengan 

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh 
Bupati. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang di singkat SKRD adalah Surat 

Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
Retribusi yang terutang. 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil 
yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

Maksud pengelolaan dan pelayanan Retribusi adalah untuk memberikan 
kemudahan, kenyamanan dan keamanan terhadap pemilik atau pemakai 

kendaraan bermotor dan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum. 
 

BAB III 

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
 

Pasal 3 
 
Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan 

umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 4 
 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati 

pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum. 
 

BAB IV 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 

Pasal 5 
 

Retribusi digolongkan Retribusi Jasa Umum. 

 
BABA V 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal 6 

 
Retribusi dipungut di wilayah daerah pelayanan penyediaan parkir yang 

diberikan. 
 

BAB VI 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
 

Pasal 7 

 
(1) Pemungutan retribusi  ditarik atas setiap unit kendaraan dinas dan 

pribadi yang menggunakan fasilitas parkir. 
 
(2) Pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh petugas yang telah 

ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
 

(3) Pelanggan yang telah melunasi pembayaran parkir diberikan Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

 

(4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis atau kupon dan 
stiker berlangganan. 

 
(5) Pembayaran dan/atau pungutan retribusi dengan cara berlangganan 

diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

BAB VII 

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN 
 

Pasal 8 
 

Prinsip dan sasaran penetapan retribusi ditetapkan dengan 

memperhatikan:  
a. biaya penyediaan jasa parkir di tepi jalan umum; 
b. kemampuan masyarakat; 

c. aspek keadilan; dan 
d. efektifitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. 
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BAB VIII 
BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR 

 

Pasal 9 
 

Besaran tarif Retribusi sebagai berikut: 
a. kendaraan bermotor roda 4 (empat) keatas: 

1. sedan, jeep, mini bus, pick up dan 

sejenisnya 

: Rp.2.000,- per satu kali parkir  

2. bus, truk 6 (enam) roda keatas : Rp.4.000,- per satu kali parkir 
3. bus, truk 8 (delapan) roda keatas : Rp.6.000,- per satu kali parkir 

 
b. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga): 

1. Sepeda motor roda 2 (dua) : Rp.1.000,- per hari 
2. Sepeda motor roda 3 (tiga) : Rp.1.000,- per hari 
 

c. kendaraan tidak bermotor: 
1. Becak : 30.000,- per tahun 

2. Gerobak : 30.000,- per tahun 
 

 
BAB IX 

PETUGAS PARKIR 
 

Pasal 10 

 
(1) Dinas menempatkan petugas parkir di lokasi parkir sesuai dengan rasio 

ruang parkir. 
 

(2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai 

berikut: 
a. mengatur keluar dan masuk kendaraan dari/ke tempat parkir; dan 

b. menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir. 
 

(3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

melaksanakan    tugas diberikan: 
a. pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir; 
b. seragam khusus; 

c. tanda pengenal; dan 
d. kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 

 
Pasal 11 

 

Petugas parkir dalam melaksanakan tugas dapat diberikan insentif sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB X 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 
Pasal 12 

 

Retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka. 
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BAB XI 
SANKSI ADMINISTRASI 

 

Pasal 13 
 

(1) Dalam hal  wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar  2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang yang 

tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat 
Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahului dengan Surat Teguran. 

 
 

BAB XII 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 14 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana.  

 
(2) Dalam pelaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berwenang:  

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah 

agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;  
b. meneliti, mencari dan mengumpulan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;  
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;  

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;  

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan-bahan tersebut;  

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;   

g. memberhentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana 

dimaksud pada huruf e;  
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;  
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi;  
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j. menghentikan peyidikan setelah mendapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut 

umum, tersangka atau keluarganya; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan.  
 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sinjai. 
 

Ditetapkan di Sinjai 
pada tanggal 12 Maret 2015 

 
BUPATI SINJAI, 
 

 
                                                                              ttd 

 
 

                                                                   H. SABIRIN  YAHYA 

 
 

Diundangkan di Sinjai 

pada tanggal 12 Maret 2015 
 
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 

 
 
 

 
 
H. TAIYEB A. MAPPASERE  

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR  8 

 
 

 


